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) Dammah u U
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e Fathah dan ya Al A-1
. Fathah dan wau Au A-u
)
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Contoh :

S — kaifa Jo> — haula
c. Vocal Panjang (maddak) :
Tanda Nama Hurpf Latin Nama
s
! Fathah dan alif a a dengan garis di atas
& Fathah dan ya a a dengan garis di atas
< Kasrah dan ya y 1 dengan garis di atas
P
s Dammah dan wau u u dengan garis di atas
Contoh :
tie 4 P -
Jie —  gala g2 - g
sy —>  ramAa Jsay — vagulu
S b Py

C. Ta’ Marbulgh
a. Transliterast /¢’ Marbutah hidup adalah “t”.
b. Transliterasi 7¢ ' marbutah mati adalah “h”.
c. Jika Ta' Marbutah dikuti kata yang menggunakan kata sandang “_ 7
(“al-), dan bacaannya terpisah, maka 7a’ Marbutah tersebut

ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : |
NN Aoy,  — raudah al-atfal
3 J;:v\\hul\ —  al-Madinah al-Munawarah
PP ) —  Talhan

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau di akhir kata.
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Kata sandang “ ! ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata
penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf gomariyah maupun

syamsiyat.

Contoh :

1. |
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Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapt dalam transliterasi
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya sepert
ketentuan ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama dint tidak
ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.
Conteh :

u\y* S Y} EVCAP — Wa ma Mubammadun illa rasul
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ABSTRAK

Pembahasan mengenai tindak pidana penvertasn dalam hukum pidana
Islam disebut dengan istilah turut berbuat jarimah (isytirak fil jariinah) yang
diartikan schagai suafu tindak pidana vang dilakukan oleh lebih dari seorang
Penvertaan yvang dimaksud dalam kajian ini adalah keturutsertaan dalam pidana
pembunuhan. Dalam penelitian int yang menjadi pokok bahasan adalah persamaan
dan perbedaan kriternia dan bentuk delik penyertaan tindak pidana pembunuhan
serta sankst hukumannya menurut hukum Islam dan hukum pidana positif,

Untuk melakukan kajian ini digunakan pendekatan tekstual dan komparatif

yartu membandingkan dua varniabel yang berbeda sehingga ditemukan persamaan
dan perbedaan antara kriteria dan sanksi dalam hukum pidana Islam dan hukum
pitdana positif yang kemudian dapat diketahui mana yang lebih relevan dan efektif
dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan Sebagai sumber utamanya adalsh
bahan perpustakaan yang disebut sebagai metode dokumentasi (l/ibrary research)
vaitu penelitian yang menggunakan carauntuk mendapatkan informasi dengan
memanfaatkan fasilitas vang ada dalam perpustakaan seperti buku-buku, majalah,
dokumen, catatan, kisah-kisah dan sejarah.

Untuk menganalisis data digunakan deskniptif komparatif, vaitu setelah
data terkumpul, maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah vang dibahas,
kemudian dianalisis isinya (content analysis), dibandingkan dengan data yang
lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan. Kemudian
dalam menganalisis data, penyusun menggunakan alur berpikir deduktif dan
komparatif. Alur berpikir deduktif vaitu kerangka berfikir yang berangkat dan
pengetahuan vang sifatnya umum menujy pada hal-hal yang khusus Sedangkan
komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda
dengan jalan membandingkan antara pendapaf-pendapat vang dijadikan sumber-
sumber untuk kemudian dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa persamaan kriteria dan bentuk tindak
pidana penvertaan dalam hukum Islam dan hukum pidana positif adalah bahwa
kedua hukum tersebut memberikan kriteria bahwa suatu tindak pidana dinyatakan
pada delik penyveritaan jika mengandung unsur-unsur Adanya perbuatan vang
dilakukan secara bersama-sama, adanya kesepakatan untuk melakukan suatu
tindak pidana, adanya kehendak si pembuat untuk menyuruh orang lain melakukan
perbuatan tersebut, dan adanya bantuan berupa sarana dan kesepakatan dengan
berbagai macam cara untuk terpenuhinya perbuatan tersebut.

Selain 1tu juga kedua hukum tersebut membedakan tindak pidana
penvertaan ke dalam bentuk pelaku (dader) dan pembantuan (medeplichtigheid)
yang dalam hukum Islam dibagi menjadi isytirak-mubasyir (turut berbuat
langsung) dan fsytirak ghairnl mubasyir (turut berbuat fidak langsung).
Perbedaannya hanya pada kedudukan pembantuan yaitu jika dalam hukum Islam
bentuk pembantuan termasuk pada kriteria termasuk pada turut berbuat tidak
langsung yang hukumannya berbentuk hukuman tazir, sedangkan dalam hukum
pidana positif berada pada bentuk tersendiri yaitu pembantuan (medeplichtigheid)
pembantuan vang hukumannya sudah tercantum dalam Pasal 57 KUHP yaimu
dikurangi sepertiga dart hukuman pokoknya.

XVi




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan di masvarakat dewasa ini terus meningkat seiring dengan
perubshan zaman dan perubazhan sosial. Beberapa kasus seperti halnya
pembunuhan merupakan indikasi bahwa kekerasan masth belum dikikis habis
di negara hukum ini. Fenomena kekerasan vang terjadi di masvarakat sangat
dipengaruhi banyak hal di antaranva perubahan sosial yang menghasilkan
modernisasi dan westernisasi, akses informasi vang mengglobal sangatlah
mendukung masyarakat dalam berperilaku dan berfikir. Pengaruh westernisasi
vang sangat signifikan terhadap perilaku masyarakat adalah menghasilkan
orang yang bergaya hidup konsumtif, bebas dan bahkan arogan.

Selain itu krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak terhadap
harga barang kebutuhan yang sangat melambung, lapangan pekerjaan yang
ada begitu terbatas vang mengakibatkan banyaknya pengangguran di mana-
mana, sedangkan tuntutan kebutuhan hidup apalagi urusan perut adalah suatu
kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga memaksa manusia
untuk berusaha memenuhinya walaupun dengan cara vang salah. Maka tak
heran kalau angka kriminalitas di negara ini semakin hari semakin meningkat.

Ini adalah realita vang ada di dalam masyarakat Indonesia terutama
masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, beda halnya yang terjadi pada
masyarakat kelas atas yang selalu ingin meraih kejayaan yang tidak pernah

terpuaskan sehingga menuntutnya untuk merathnya walaupun dengan cara




yang bathil atau di luar ketentuan norma agama, yang mereka raih adalah
bukan hanya sekedar urusan perut melainkan sudah pada taraf pemenuhan
kebutuhan batin vaitu gava hidup vang serba mewah dan lux tidak peduli
berapa uang yang digunakan melainkan adalah kepuasan semata tanpa
menghiraukan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat.’

Pembunuhan adalah salah satu dari bentuk kebobrokan moral tersebut,
dan merupakan suatu perbuatan vang dilarang eleh agama dan pelakunva bisa
diancam dengan hukuman gisas, karena perbuatan tersebut dapat
menghilangkan nvawa seseorang dan bahkan bisa menggugurkan hak si
pembunuh  untuk mendapatkan harta warisan atau dapat  juga
menggugurkannya sebagai zhli waris dan muwarisnva.

Agama Islam sebagai agama rafumatan [il’alamin sangat mengecam
kekerasan itu karena Islam adalah agama yang cinta damai. Berkenaan dengan
hukum pidana Islam (jinayahy didasari pada perlindungan atas hak-hak asast
manusia (fugnan rights) vang bersifat primer (daruriyyvaf) vang meliputi atas
perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Perlindungan
terhadap lima hak tersebut dinamakan Magasid asy-Svarizh” Sehingga
perlindungan terhadap jiwa yang hidup termasuk salah satu dari beberapa
kaidah pokok svari’eh (Magasid asy-Syari’ah) yaitu fifz  an-pafs

(perlindungan jiwa).

Ayip Syarifuddin, Islam dan Pendidikan Scks Anak, (Solo, Pustaka Mantig, 1991},
cet.l. him. 12

% Asy-Syalibi, al-Muwafagat, cet. IV. (Beirut:Dar-al-Fikr, 1982), 11:17.
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Al-Qur’an dan As-Sunnah mengharamkan tindak pidana pembunuhan,

ini secara tegas terdapat dalam firman Allah SWT :

Gl 3 U 538 Ll 5 2y 51 3. o ) 5,
T o8 &1 5 il
Kasus pembunuhan di negeri ini sangat menghantui publik dan sudah
sangat memprihatinkan, brutal dan sadis. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya
media-media surat kabar maupun elektronik vang memuat kasus-kasus
kejahatan vang terjadi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya,
Semarang bahkan di Yogyakarta, vang banvak atau sering terjadi tindak
pidana vang dilakukan oleh lebih dari seorang atau secara beramai-ramai.
Khésas;a}fa tindak pidana pembunuhan vang akan penulis bahas, banyak sekali
dilakukan oleh lebith dari satu orang vang disebut dengan
Deelneming penveriaan” dalam tindak pidana. Dan penyertaan tersebut baik
dalam hukum Islam maupun hukum positif mencakup beberapa macam, antara
lain:
1. Pelaku (dader pleger)

2. Yang menyuruh melakukan (doenplager)

(98]

Yang turut melakukan (medeppiager)

4, Yang memberi upah, janji-janji atau sengaja membujuk (uitlokeerr), dan

5. Yang membantu waktu kejahatan dilakukan dan/atau yang sengaja
memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan

kejahatan (medeplichtigheid)

3 Al-Isra’ (17):33.
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Jadi, adanya tindak pidana yang dilakukan dengan memberi bantuan

atau sarana kepada pelaku utama, seperti yang terdapat dalam point ke lima

tersebut di atas, dalam hukum Islam disebut dengan “Isytirak Mubasyir”, dan

dalam hukum positif dikenal dengan “Medeplichtigheid pembaniuan” yakni

membantu melakukan kejahatan.

Sebagaimana uraian di atas, masalah vang dijadikan pembahasan

dalam skripsi ini adalah “Sanksi tindak pidana Penyertaan dalam pembunuhan

menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positit (KUHP)”. Dalam

pembahasan skripsi ini, sebagai pendahuluan penyusun ingin mengemukakan

eberapa faktor vang mendorong hati penyusun untuk membahas masalah

tersehut.

1.

Banyak terjadi tindakan kriminalitas yang dilakukan secara bersama-sama,
berkumpul antara seorang dengan vang lainnya saling bantu membantu.
Dan sudah menjadi realita dewasa ini, bahwa tindakan kriminalitas,
penodongan, pembunuhan, pembajakan, dan lain sebagainya semakin
meningkat vang sering dilakukan dengan cara saling bantu-membantu
antara satu dan lainnva. Hal ini dapat disaksikan pada berbagai media
massa yang terbit seperti koran, majalah dan media elektronik (televisi dan
radio). Keadaan ini tidak dapat ditolerir, melainkan harus dicari jalan
keluarnya baik konsepsional maupun operasional.

Hukum Islam sebagai ajaran agama yang dianut oleh mayoritas warga
Indonesia, di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang

masalah/peristiwa pidana (jinayat) secara lengkap dan sempurna, oleh
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karena itu hukum positif KUHP yang masih perlu dilakukan perbaikan dan
penyempurnaannya.

Selain itu juga penyusun memiliki tujuan untuk mengetahui sanksi apa
yang seharusnya diterima oleh pelaku kejahatan pembunuhan penyertaan
dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, mengetahui
bagaimana perbandingan hukuman vang dijatuhkan terhadap pelaku
pembunuhan dalam hukum pidana Islam den hukum pidana positif,
sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan hukum pidana Islam dan
hukum pidana positif khususnya dalam tindak pidana pembuﬂuhan

penyertaan dan sanksi terhadap pelaku

Dari latar belakang inilah penvusun mengangkat permasalahan mni,

karena pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut hak

asasi manusia (Human Rights) yang sangat substansial yaitu hak hidup karena

menyangkut harga nyawa seseorang yang tidak dapat dibeli dengan uang

sebanyak apapun. Sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diangkat

sebagai judul skripsi.

Rumusag Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

L.

Bagaimana kriteria dan bentuk delik penyertaan tindak pidana
pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
Bagaimana sanksi/hukuman delik penyertaan tindak pidana pembunuhan

menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?




C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan kriteria dan bentuk-bentuk tindak penyertaan
dalam pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum
pidana positif

b. Untuk mendeskripsikan hukuman delik penyertaan dalam pembunuhan
menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dengan
mencari persamaan dan perbedaannya

2. Kegunaan penelitian:

a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum pidana Islam dan
sukum pidana positif tentang delik penvertaan dalam pembunuhan
yang berkaitan dengan kriteria dan jenis-jenis penyertaan

b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan hukum

nasional yang berkaitan dengan delik penyertaan dalam pembunuhan

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur-literatur, pembahasan
mengenai tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan baik dalam hukum
pidana Islam maupun hukum pidana positif tidak ditemukan tulisan yang
membahas secara langsung. Akan tetapi mengenai hal tersebut banyak dibahas
secara terpisah, yaitu penyertaan dan tindak pidana pembunuhan yang terdapat
dalam kitab-kitab Figh Jinayah dan buku-buku hukum pidana positif.
Pembahasan mengenai tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana

Islam disebut dengan istilah turut berbuat jarimah (isytirak fil jarimak) yang



diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang.
Penyertaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah keturutsertaan dalam
pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini yang menjadi pekok bahasan adalah
persamaan dan perbedaan kriteria dan bentuk delik penyertaan tindak pidana
pembunuhan serta sanksi hukumannya menurut hukum Islam dan hukum
pidana positif. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian
tentang penvertaan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Abdul Qadir Audah dalam bukunva Af-Tasyri’ al-Jinai al-Islami,
membahas secara khusus dalam bab alisviirak 7 al-jarimah. Dalam bab ini
dibahas mengenai pengertian /sylirak, syarat-syarat isviirak, serta pembahasan
mengenal pembagian Jsylirak meliputi isytirak-mubasyir dan isytirak ghairul
mubasyir. Menurut Audah bahwa vang dimaksud dengan turut berbuat
Jjarfmah, adalah suatu perbuatan jarfmalk yang dilakukan oleh beberapa orang
yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan jarimah
tersebut atau saling membantu satu dengan lainnya demi terlaksananya
Jarimah tersebut.’

Ahmad Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam
menjelaskan turut berbuat jarimah dengan membagi ke dalam empat bagian
vaitu pengertian dan bentuk-bentuk turut berbuat serta perhatian fugaha
terhadap soal: turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung

Menurut A. Hanafi bahwa yang dimaksud dengan turut berbuat jarimah

‘Abdul Qadir Audah, Af-Tasyr® al-Jinai al-Isiamy, cet.Xi. (Beirut : Muassasah al-
Risalah, 1992), I: 357.




adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang dapat

berbentuk kerja sama meliputi memberikan bagiannya dalam melaksanakan

jarimah (secara kebetulan melakukan bersama-sama), mengadakan

persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimafh, pembuat
menghasut orang lain menyuruh berbuat jarimah dan memberi bantuan atau
kesempatan untuk dilakukannya jarimaf; dengan berbagai cara, tanpa turut
berbuat.” Dalam buku ini juga dibahas bahwa turut berbuat jarima# dibagi
menjadi dua vaitu turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir) dan turut berbuat

tidak langsung (/sytirak ghairul mubasyir), Mengenat hukuman terhadap

pelaku turut berbuat jarimah dijelaskan bahwa pada dasarnya banyaknya
pembuat jarimah tidak mempengaruhi besarnva hukuman vang dijatuhkan,
Selain itu juga Hanafi sekilas membandingkan antara hukum pidana Islam dan
hukum pidana positif mengenai penvertaan (turut serta berbuat jarmah).

Selain itu A. Djazuli membahas turut berbuat jarinah dalam bukunya
Figih Jinayah yang isinya hampir sama dengan apa yang dibahas dalam buku
A. Hanafi dan Abdul Qadir Audah.

Sedangkan dalam hukum pidana positif literatur-literatur vang
membahas delik penyertaan antara lain adalah buku Hukum Pidana; Dasar
Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi karya Aruan Sakidjo. Dalam buku
ini dibahas mengenai perbuatan penyertaan meliputi pengertian,

penggolongan, pertanggungjawaban pidana peserta dan pembanfu dalam

136.

* Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), him.



perbuatan pidana serta bentuk-bentuk penyertaan dengan berpatokan pada
Pasal 55 dan 56 KUHP.

Selain itu secara lebih rinci Lamintang membicarakan pembahasan
penvertaan ini dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Lamintang
memberikan definisi setiap istilah-istilah yang ada dalam de/ik penyertaan satu
persatu dari mulai istilah deelneming, dader, serta istilah-istilah dalam bentuk-
bentuk deelneming meliputi doen plegen, medeplegen, uitlokking  dan
medeplichtigheid Dalam buku ini juga dibahas mengensai perbedaan-
perbedaan penerjemahan istilah hukum Belanda dengan dikemukakannya
argumen-argumen penggunaan istilah yang benar dilithat dari sudut bahasa
Belanda dan Indonesia.

Sementara mengenai tindak pidana pembunuhan hampir dibahas dalam
semua buku-buku Figih Jinayah, begitu juga halnya dalam buku 7 igih Islam
karya Sulaeman Rasjid secara khusus dibahas dalam bab Kitab Jinayat
meliputi macam-macam pembunuhan dan hukuman pembunuhan.

Di samping literatur-literatur ~ di atas, ada pula beberapa hasil
penelitian yang mengangkat delik pidana pembunuhan anfara fain adalah
skripsi yang ditulis oleh Adib Masykuri dengan judul "Delik Pembunuhan
Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP,*® dan skripsi Throm
Muhammad "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik

Pembunuhan.’

¢ Adib Masykuri “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP"
(Skripsi Fakultas Syari'ah JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

7 [hrom Muhammad "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik
Pembunuhan" (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).
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Dari kajian literatur dan penelitian dalam bentuk skripsi di atas baik
dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tidak dibahas secara
spesifik mengenai delik penyertaan dalam pembunuhan, apalagi dalam bentuk
komparasi antara penyertaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif baik dari segi kriteria maupun sanksi yang

diberikan.

Kerangka Teoritik

Hukum sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara dan tentu
sudah seharusnya melindungi warga negaranya dari segi keperdataan den
kepidanaan serta cabang-cabang hukum publik lamnya, seperti hukum
ketatanegaraan, hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum
pidana.

Adapun di antara perhatian yang diberikan oleh hukum pidana Islam
terhadap perlindungan hak asasi manusia (Human Rights) adalah pembelaan
terhadap hak hidup. Hak ini menurut hukum Islam berlaku atas lima (5) hak
utama vaitu membela agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda Apabila
mati karena membela karena lima perkara tersebut Islam memandang itu mati
yang terbaik dengan istilah mati syahid.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan jirayah
yang menurut fiqgaha’ secara jelas disimpulkan oleh Abdul Qadir Audah
dalam karyanya at-Tasyri® Al-Jina'i al-Islami yaitu sebagai perbuatan yang

dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta benda dan lainnya.® Sebagian

* Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’, 1: 66.
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fugaha’ menggunakan istilah jindyah ini berkenaan dengan perbuatan yang

dilarang oleh syara’ mengenai jiwa, seperti pembunuban atau mengenai

jasmani, seperti penganiayaan pemerkosaan dan lain-lain. Sedangkan sebagian
fugaha' vang lain menggunakan istilah jinayali dengan Jjarimah hudud dan

Jjarimah gisas.

Menurut Al-Mawardi, dalam karvanya al-Ahkam al-Sultaniyyah,
definisi jarfimah adalah larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan
hukuman fad atau 7z 7ir? Kalau dilihat dari segi hukuman dalam hukum
pidana Islam ada tiga macam jarfmah sebagaimana yang dikemukakan oleh
Abdul Qadit Audah, sebagai berikut:'®
1. Jarimab hudud sdalah tindakan pidana vang ditentukan oleh nash, vaitu

hukuman “had” (hak Allah SWT) hukuman had yang dimaksud tidak
mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan cleh
perorangan (si korban atau walinya) atau oleh masyarakat yang
mewakilinya (udi/ amri)

2. Jarinah gisas-divat yaitu tindak pidana yang dikenai g/sas dan diyal. Baik
gisas dan dival ini adalah hukuman yang ditentukan hukumnya. Tapi
merupakan hak individu, artinya bahwa hukuman ini ditentukan karena
haknya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Bila pihak
vang dirugikan karena tindak pidana ia menghendaki pemaafan adalah

merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum.

? Al-Mawardi, af-Ahkam as-Sultaniyyah, (Mesir: Bab Al-Halibi, 1973),.hlm.219.

' Abdul Qadir Audah, a¢-Tasyri’, him.78-79.




Sehingga hukuman Aadnva itu hilang karena pemaafan, hal ini pada

pembunuhan disengaja.

(W)

Jarimah (a’zir vailu, jarimah yang hukumannya diserahkan kepada
manusia. Jadi manusia (pemerintab/hakim diberi hak wewenang untuk
menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah 1a°zir

Semua macam jarimah yang tidak termasuk kelompok jarimah hudud
dan jarimah gisas/diyaf termasuk ke dalam kelompok jarima#h ta’zir Jarimah
{a’zir dibagi menjadi dua macam vaitu:
1. Jarimah vang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur’an
dan Al-Hadis) sedang hukumannya diserahkan kepada manusia

(pemermtab/hakim).

o

Jarimah yang macam perbuatannya maupun hukumnya diserahkan kepada
manusia (pemerintah/hakim.

Hal yang menyebabkan suatu perbuatan itu dianggap suatu tindakan
kejahatan adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan
kemasyarakatan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain
sebagainya.'’ Lebih jelasnya suatu perbuatan dapat dikatakan termasuk tindak
pidana apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsyr gmum

Unsur umum adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah yang

terdiri dari :

! Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Isfam, (Yogyakarta : Logung Pustaka,
2004), blm. 5.




1) Unsur formal (ar-Rukn as-yar'i) yakni adanya undang-undang atau
nash vang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai
ancaman hukuman. Unsur ini sesuai dengan kaidah wsu/ figh yang
menyebutkan “tiada hukuman })agz' perbuatan mukallaf sebelum
adunya ketentuan nas'. 12

2) Unsur materil (al-rukn al-madj], yaitu adanya perbuatan yang
membentuk jarimakh, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang

ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan ( sifat melawan

hukum).

L)

Unsur moril (al-rukn al-adabi), yaitu pelaku jarimah. la adalah orang

yang dapat menerima &fiiZab atau dapat memahami f2&/i7 atau disebut

mudeallaf >

b. Unsur Khusus
Sedangkan vang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat
pada peristiwa pidana {jarimak) tertentu dan berbeda antara unsur khusus
pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya, atau tidak
terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh pada jarimah pencurian harus
terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara
sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan

benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan

2 Abd al-Qadit Audah, As-Tasyr, 1: 121

> A. Djazuli, Figh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 1997),..hlm. 3. Lihat juga, Makhrus Munajkat, Dekonstruksi, hlm. 10.
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dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat
penvimpanan dan mencapal satu znig.aﬂ').14 Unsur khusus yang ada pada
Jarimah pencurian akan berbeda dengan unsur pada jarimah hirabah
(penyamunan).”

Dalam hukum Islam secara umum tindak pidgna pembunuhan dibagi
kepada dua macam yaitu pembunuhan sengaja {gat/ al-amd’) dan pembunuhan
tersalah/kesalahan (gat/ al-khata’). Kemudian Ulama Jumhur membagi
pembunuhan menjadi tiga macam  yaitu pembunuhan sengaja (‘amd,
Pembunuhan menyerupai sengaja (syibh «l-‘amd) dan Pembunuhan tersalah
(khata’).

Pembunuhan sengaja (‘amd) adalah suatn pembunuhan yang dapat
dijatuhi hukuman gisas jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau
direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Sedangkan pembunuhan
menyerupai sengaja (syibh al-‘amd) adalah pembunuhan terhadap orang vang
dilindungi hukum, pelakunya orang mukal/af, sengaja dapat melakukannya
tetapi memakal sarana yang biasanya tidak mematikan, ° dan vang terakhir
yaitu pembunuhan tersalah (khata’) adalah pembunuhan yang tidak didasari

oleh kesengajaan berbuat tetapi korban bukan yang dituju.”’

' Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Ugubah fi al-Figh al-Islam, (Mesir: Dar al-Bab al-
Halibi wa Auladub, 1.1.), I 147.

I Makhrus Munajat, Dekonstruksi, hlm. 11.
16 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Daar al-Fike, 1983), I1L: 473.

7 Adib Masykuri "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan
KUHP" (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).
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Menurut syari’at Islam tindak pidana pembunuhan itu menjadi hak

Allah dan hak adam bersama-sama, tetapi hak adami lebih besar. Oleh karena

itu jika terjadi pembunuhan dengan sengaja maka wali korban berhak

menuntut dilaksanakannya hukuman g7sas, atau memaafkannya atau meminta
ganti rugi (diyai).

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) kategori dalam tindak pidana
pembunuhan ditinjau secara umum menjadi 2 bagian:

1. Delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (Dolus) yang terdapat
dalam Pasal 338 KUHP.

2. Delik pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (Culpaj vyang
terdapat dalam Pasal 359 KUHP. '8 pada dasamya menurut hukum Islam,
hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni tindak pidana
pembunuhan, hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung,
bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung. Sehingga menurut
aturan tersebut, pembantuan dalam pembunuhan khususnya pada jenis
pembunuhan sengaja yang dikenakan dengan hukuman gisas seperti
pelaku utama. Akan tetapi diberikan hukuman fa *zir.? Sebagai alasan
utama bagi pengkhususan aturan tersebut adalah karena hukuman gisas
adalah sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya seseorang merupakan

syubhat yang bisa menghindarkan hukuman gisas.

BC S T. Kansil, Pengaptar Hmu Huvkum dan Tata Hukum Indonesia, cet.VIL
(Jakarta:Balai Pustaka 1983), him. 289.

¥ Topo Santoso, SH, MH, Menggagas Hukum Pidaga Islam Penerapag Syari’at Islam
dalam Konteks Moderenitas, (Bandung: Asy-Syamil Press & Grafika 2001), cet I. Hlm.156.
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Dalam tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman gisas,
hukuman bagi orang yang turut berbuat secara tidak langsung (pelaku tidak
langsung), tidak akan sama dalam arti lebih ringan jika dibandingkan dengan
hukuman bagi pelaku langsung.

Sedangkan menurut hukum pidana positif (KUHP) Pasal yang
menvinggung tentang penvertaan dalam tindak pidana adalah buku ke satu
Bab V Pasal 53-62, sebaga! peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam
Pasal 55 ke (1): mereka yang melakukan perbuatan pidana (pelaku), mereka
yvang menyuruh melakukan perbuatan pidana, mereka yang turut serta
melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 55 (1) ke:2 mereka vang dengan
cara-cara yang disebut, menganjurkén orang lain melakukan perbuatan pidana
(penganjuran). Dalam Pasal 56 ke:1 dan ke:2, mereka yang membantu
melakukan perbuatan pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut,
maupun membuat kesepakatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
perbuatan pidana”’ Sedangkan mengenai sanksi/hukuman atas pembantu

dalam pembunuhan, jelas diatur dalam Pasal 57 KUHP A

F. Metode Penelitian
Metode sebagai suatu rumusan atau cara tertentu secara sistematika

adalah untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan agar

2 Moeljatno, Hukum Pidans Delik-Delik Percobaan dan Pepyertaan, (Jakarta: Bina
Aksara, 1985), him. 63

2 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), cet. XX. (Jakarta:Bumi
Aksara, 1999), him.26.
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sebuah karya ilmiah {(dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang
diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.”
Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian 1ni sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (7ibrary
research), karena sumber-sumber datanya semata-mata berdasar dan
berbagai karya tulis, baik yang berbentuk kitab-kitab, buku-buku maupun
tulisan lain vang ada hubungannya dengan kajian®™ mengenai delik
penyertaan dalam pembunuhan baik dalam hukum pidana Isfam maupun
hukum pidana positif.

2. Sifat Penelitian
Penelitian 1n1 bersifat deskriptif komparatif, vaitu bersifat menggambarkan
dan membandingkan mengenai hukum tersebut fentang delik penyertaan
pembunuhan dan sanksi terhadap pelaku. Selanjutnya data yang ada
diuraikan dan dianalisa dengan secenmat mungkin, vang pada akhimya
dapat ditarik suatu kesimpulan.

Pendekatan Penelitian

p)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian int adalah pendekatan
tekstual dan komparatif, dengan pendekatan ini diharapkan dapat

ditemukan persamaan dan perbedaan variabel-variabel vyang

2 Qutrisno Hadi, Mefodologi Research, cet. XXVIIL (Yogyakarta:Andi
Offset,1995).him 4.

2 Noeng Muhajis, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi 11, cet. VIL. (Yogyakarta:
Rake Sarasin ,1998), him.159.
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diperbandingkan yaitu kriteria dan sanksi dalam hukum pidana Islam dan

hukum pidana positif yang kemudian dapat diketahui mana yang lebih

relevan dan efektif dari kedua bidang penelitian yang dibandingkan >
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, agar memperoleh data yang valid dan akurat,

penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Menggunakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan
permasalahan yang dibahas dalam penelitian di antara literatur pokok
yang digunakan adalah buku a7-Tasyrd ‘al-Jina’i al-Islami, karya Abdul
Qadit Audah, buku Asas-asas Hukum Pidana Islam, karya A Hanafi,
Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, karya C.S.T.
Kansil, R. Susilo dan Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan
Penyertaan, karya Moeljatno, dan Dasar-dasar Hukum Pidana
Indonesia karya Lamintang.

b. Menggunakan buku-buku sekunder sebagai penunjang dalam
penelitian ini yakni buku literatur tambahan yang berkaitan dengan
topik yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun mengkategorikan data mencari pola

atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.” Sedangkan

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

2% Guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Snatu Pepdekatan Prakiek, cet ke-9 (Jakarta:
Bina Aksara, 1989), him 211.
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1. Deduktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan menganalisis hal-hal
vang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

2. Komparatif, yaitu metode vang dipakai untuk menganalisis data vang
berbeda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat yang
dijadikan sumber-sumber untuk kemudian dapat diketahui persamaan

dan perbedaannya.

Sistematika Pembahasan

Dalam membahas skripsi ini, penulis akan membaginya menjadi lima
Bab, dan pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian sebagai
berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang penyertaan tindak pidana
pembunuhan dalam hukum pidana [slam yang meliputi, tindak pembunuhan
menurut hukum pidana Islam, tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan
dan sanksi tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan meliputi sanksi bagi
peserta berbuat langsung dan tidak langsung.

Bab ketiga, membicarakan masalah penyertaan pembunuhan dalam

hukum pidana positif yang meliputi, tindak pidana pembunuhan dalam hukum

* 8. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kunalitatif, edisi 1, (Bandung: Tarsito,

1988).him 142.
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pidana positif meliputi jenis tindak pidana pembunuhan dan sanksi pidana
bagi tindak pidana pembunuhan. Kemudian dibahas mengenai tindak pidana
penyertaan dalam pembunuhan terdiri dari pengertian, unsur-unsur tindak
pidana penvertaan dalam pembunuhan dan bentuk-bentuk penyertaan. Dalam
bab ini juga dibahas mengenai sanksi bagl tindak pidana penyertaan dalam
pembunuhan meliputi sanksi bagi dader dan medeplichtigheid (pembantuan).

Rab keempat, merupakan bab analisis yang meliputi, analisis dari segi
kriteria kedua hukum yang diperbandingkan, dan menganalisis dari segi sanksi
kedua hukum tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran dari penyusun.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan kajian penelitian sebagai
jawaban dari rumusan masalah maka dapatlah penyusun simpulkan sebagai
berikut:

[. Menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif bahwa suatu
tindak pidana pembunuhan termasuk pada delik penvertaan apabila
dilakukan bersama-sama dan dapat mengambil bentuk sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana.
b. Tidak ada kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi
melakukan secara spontanitas.
¢. Adanya kehendak si pelaku untuk menyuruh orang lain melakukan
perbuatan tersebut.
d. Adanya bantuan berupa sarana dan kesepakatan dengan berbagai
macam cara untuk terpenuhinya perbuatan tersebut
Bentuk-bentuk delik penyertaan dalam hukum Islam dibagi
menjadi dua yaitu turut berbuat langsung (isytirak-mubasyiry dan turut
berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/isytirak bil-tasabbubi
Isytirak-mubasyir dibagi menjadi dua sifat yaitu yang direncanakan
(tamalu) dan yang tidak direncanakan (7awafuqg). Sedangkan  Jisytirak
ghairul mubasyir terdiri dari orang yang mengadakan perjanjian,

menghasut atau menyuruh dan orang yang memberi bantuan atau
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pertolongan untuk memudahkan terjadinya tindak pidana pembunuhan
tersebut disertai kesengajaan.

Dalam hukum pidana positif bentuk delik penyertaan ini Pasal 55
dan Pasal 56 KUHP vyaitu bentuk dader (pelaku) dan medeplichtigheid
(pembantuan). Kategori bentuk dader ini terdiri dari mereka vang
melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan
vang menghasut.  Sedangkan vang termasuk pada kategori
medeplichtigheid adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada
waktu kejahatan sedang dilakukan atau sebelum dilakukan, dan mereka
dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau Kketerangan untuk
melakukan kejahatan.

Adapun kriteria delik penyertaan pembantuan dalam pembunuhan
pidana Islam adalah membantu orang lain melakukan dengan sengaja
untuk merampas nyawa orang lain untuk mempermudah pelaksanaannya
vang termasuk pada turut berbuat tidak langsung. Sedang pembantuan
dalam pembunuhan menurut hukum pidana positif adalah memberikan
bantuan baik berupa ikhtiar (usaha) maupun kesempatan, keterangan dan
sarana maupun ikhtiar dalam melakukan pembunuhan dan bantuan itu
diberikan pada saat dan atau sebelum pembunuhan dilakukan.

Adapun sanksi atau hukuman delik penyertaan dalam pembunuhan
menurut hukum Islam dibagi dua yaitu hukuman bagi pembuat langsung
dan tidak langsung. Hukuman bagi pembuat langsung adalah disamakan

dengan pelaku apabila penyertaan pembunuhan tersebut sifatnya

direncanakan (7amalu) yang dapat dikenai hukuman gisas. Sedangkan




bagi vang tidak  direncanakan (tawafug)  peserta  hanya
dipertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing.

Sedangkan hukuman bagi peserta tidak langsung termasuk
pembantuan adalah hukuman faZz7, dan besar kecilnya ta’zir diserahkan
hakim. Akan tetapi hukuman /a’zir ini dapat dibatasi dan diperluas vaitu
lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pelaku tergantung pada
kewenangan dan kekuasaan hakim.

Sedangkan menurut hukum pidana positif sanksi bagi dader vang
disamakan dengan pelaku adalah sanksi yang te;cantum pada pasal delik
pembunuhan vaitu :

i. Pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP) hukuman pokoknya

adalah lima belas tahun penjara.

‘[\)

Pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP), hukuman pokoknya

adalah penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Lad

Pembunuhan vang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP)
hukuman pokoknya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup.

4. Pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan
kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun. (Pasal 344 KUHP).

5. Pembunuhan terhadap kandungan wanita tanpa persetyjuan diancam

pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 347 ayat 1 KUHP),

dan jika menyebabkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana




penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 347 ayat 2 KUHP). Jika
dengan persetujuannya diancam pidana penjara paling lama lima tahun
enam bulan (Pasal 348 KUHP).

Pembunuhan karena kelalaian (359 KUHP) hukuman pokoknya adalah
lima tahun penjara.

Sedangkan jika masuk pada kriteria disesuaikan dengan perbuatan

masing-masing karena tidak terjadinva delik selesai adalah terdapat pada

Pasal 163 bis KUHP vaitu :

I

o

Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam
Pasal 55 ke-2, menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan
pidana (kejahatan), diancam dengan pidana penjara paling lama enam
tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak
mengakibatkan kejahatan atau percobaan yang dipidana, tetapi dengan
ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih
berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.

Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan
atau percobaan kejahatan yang dipidana itu, disebabkan karena
kehendaknya sendiri.

Mengenai sanksi bagi pembantuan (medeplichtigheid) diatur dalam

pasal 57 vaitu :

a.

b.

Dikurangi sepertiga dari hukuman pokok pembunuhan.

Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.

Hukuman bagi pembantuan (medeplichtigheid) juga dapat dibatasi

dan diperluas sesuai dengan perbuatan masing-masing.
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Dari kesimpulan di atas, maka letak persamaan delik penyertoan antara
hukum Islam dan hukum positif adalah dalam hukum Islam maupun hukum
pidana positif memiliki pengertian yang sama tentang penyertaan yaitu tindak
pidana yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari seorang baik dengan
adanva kesepakatan atau secara spontanitas dan menurut kedua hukum bahwa
hukuman bagi tindak pidana pembantuan atau turut berbuat tidak langsung
(isytirak ghairul mubasyir) sama-sama memberikan keringanan.

Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal bentuk penyertaan
medeplichtigheid (pembantuan) yaitu dalam }hukum pidana Islam orang vang
secara tidak langsung melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan
dalam hukum pidana positif pembantuan (medeplichtigheid) termasuk salah

satu bentuk penvertaan.

. Sargp-saran

Dari hasil analisis komparatif ini penyusun mengemukakan saran-saran
sebagait berikut :

1. Hukum Islam bukanlah hukum yang dipandang kejam, mengerikan, jauh
dari nilai-nilai kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia melainkan
hukum vyang pada dasamya lebih memuat nilai-nilai keadilan dan
kebijaksanaan yang patut dipertimbangkan dalam penerapan hukum di
Indonesta.

2. Bagi masyarakat muslim umumnya dan penegak keadilan pada khususnya

hendaknya memahami hukum pidana Islam secara benar dan mendalam.
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J.

Hendaknya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif meningkatkan

jalinan antara kedua kaidah hukum tersebut, agar tercipta bangunan

tatanan hukum dalam negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
Penerapan hukum dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran
aparat hukum dan kesadaran masyarakat hukum atas keselamatan jiwanya

dalam kehidupan sehingga terhindar dari perbuatan pembunuhan.
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Terjemah al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya

I
Halaman |

Foot Note

|

i

Teriemahan

Ly

inath 1 P S <
AN Kamu memounun wa vai

J

d}haramkan oleh Allah (membunnh )
melainkan dengan suatu alasan yang benar.
Dan barang siapa dibunuh secara dzalim
maka sesungguhnya kami telah member
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetap:
janganlah ahli waris itu meiampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia dalam
orang yang mendapat pertolongan.

o3}
(S
s3]
ot
[ 4}

[

b2
povd

(0 §~r

BAB I
dan tidak layak bag

membunuh seorang mukmin (vang lain),

<

secrang  Mmuk
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barang siapa membunuh seorang mukmin
karena tersalah (hendaknya) 1a
memerdekakan seorang hamba sahaya yang
beriman dan membayar diyat yang
diserahkan  kepada  keluarganya (s
terbunuh).

L)

N2
3]

N

Dan barangsiapa yang membunuh seorang
mumin dengan sengaja maka balasannya
ialah Jahannam, kekal ia di datamnya dan
Allah murka kepadanya, dan mengutuknya
serta menyediakan azab yang besar baginya.

[\~
[\

Barang siapa membunuh dengan sengaja,
maka ia harus dihukum gisas, dan
barangsiapa menghalang-halangi
terlaksananya hukuman gisas , maka ia
dilaknat oleh Allah, para malaikat-malaikat-
Nya dan manusia semuanya.

24

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu gisas berkenaan dengan orang
yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita, maka barangsiapa yang
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (vang memaafkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (vang
diberi maaf) membayar diat kepada yang




Halaman

Foot Note

Teriemahan

memberi maaf dengan cara yang baik pula.
yang demikian itu adalah suatu keringanan
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

19

dan tidak layak bagi seorang mukmin
membunuh seorang mukmin (yang lain),
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barang siapa membunuh seorang mukmin
karena tersalah (hendaknya) 1a
memerdekakan seorang hamba sahaya yang |
beriman dan membayar diyat yang
diserahkan  kepada  keluarganya (s
terbunuh).
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